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KAJIAN PUSTAKA
A. Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

Sanksi menurut bahasa tanggungan (tindakan, hukuman, dsb)
untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan
undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb).** Menurut istilah
sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan
pelanggaran hukum yang berlaku.*®

Menurut  ketentuan pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang
melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi

2. Pembatalan akad

3. Peralihan risiko

4. Denda dan atau

5. Membayar biaya perkara.'®

Dalam memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda
pembayaran dikenakan sanksi berupa denda atau ganti rugi. Sanksi
Pembiayaan di lembaga keuangan syariah kompensasi, denda yang
dikenakan karena pelanggaran kesepakatan disebut dengan ta 'wid.
Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah jika salah satu pihak
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan
sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya. T7a 'wid
adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau
kekeliruan. 7Ta 'wid yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami

dapat berupa benda atau uang tunai.*’

Y Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia...,hal.1265.
> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar llmu Hukum Suatu Pengemalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal.43.
16 pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
17 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2012), hal.69.
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Ta'wid dapat diminta berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan
atau kerugian yang menimpa harta benda pihak berpiutang. 7a 'wid
tidak itu saja, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu
keuntungan yang akan didapat seandainya pihak berhutang tidak lalai.
Penerapan ta'wid juga dapat dilakukan oleh pihak bank karena pihak
berhutang menunda-nunda pembayaran padalah ia mampu, dengan
tujuan untuk membuat jera pihak berhutang. Berlakunya ta 'wid ini jika
bank telah mengeluarkan biaya-biaya rill dalam rangka penagihan hak
yang harus dikeluarkan.'® Maka dapat ditarik benang merah bahwa
kewajiban ta’'wid dapat berbeda baik pada karakter maupun
tujuannya. Ta'wid dapat ditetapkan untuk  melindungi hak-hak
individu. Karena kewajiban pada fa’wid bertujuan untuk mengganti
atau menutupi kerugian.™

Rasulullah SAW bersabda:
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Dan dari Amar bin Asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, ”Orang yang mempunyai
harta (mampu) untuk membayar utang lalu menangguhkan
pembayaran itu tanpa ada udzur, maka diperbolehkan untuk mencela
dan menghukumnya.” (HR. Abu Dawud dan An-Nasai).?°

Bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang pengharaman

mengulur-ulur waktu pada penundaan hutang apabila dalam keadaan

kaya dan mampu untuk melunasinya. Bahwasanya orang kaya

¥ Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan
Syariah...,,hal. 71- 73.

19 Aris Anwaril Muttagin, Sistem Transaksi Syari’ah Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum
Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hal.35.

20 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shanani, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta:
Darus Sunnah, 2017), hal. 80.
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yang mengulur-ulur pelunasan hutang maka pemilik hutang tidak
berdosa untuk menjulukinya sebagai orang yang lalai akan pelunasan
hutang dan  mengulur-ulur waktu serta tidak mau melunasi
hutangnya, dan orang yang tidak mampu untuk melunasi
hutangnya, maka tidak halal bagi pemilik hutang untuk mencoreng
kehormatanya namun harus menunggu hingga ia lapang dada.

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap
nasabah yang melakukan ingkar  janji apabila melakukan
kesalahannya sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana

dijanjikannya

w

Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

B

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.?

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan

apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar
janji, tetap melakukan ingkar janji

2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
ditentukannya

3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan

bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di

bawah paksaan.?

'pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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B. Konsep Utang Piutang Dalam Figh Muamalah
1. Pengertian Utang- piutang

Utang -piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (&)
diambil dari kata (U= ) yang berarti datang dan pergi. Menurut
sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata ( Lse <) yang sama
artinya dengan ) ( saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi
pinjam -meminjam,?® utang -piutang (qard) menurut bahasa artinya
al-gat ‘u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang
(mugrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada
pengutang. **Secara umum, utang- piutang mencakup transaksi jual
beli dan sewa -menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan),
transaksi seperti ini dalam figih  dinamakan mudayanah atau
tadayyun. ®

Utang—piutang merupakan suatu penyerahan harta yang berbentuk
uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata
“penyerahan harta” mengandung arti pelepasan pemelikan dari yang
punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti
bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dan
hanya diambil manfaatnya saja. Kata “berbentuk uang” mengandung
arti utang tersebut hanya dapat dilakukan jika memiliki nominal
atau uang. Kata nilai yang sama” memiliki arti bahwa pengambilan
dengan nilai yang tambah tidak disebut utang- piutang dan yang
dikembalikan adalah nilai yang mana dikembalikan dalam wujud
semula.?® Dalam litratur figh klasik, utang- piutang dikategorikan
dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi

komersial.?’

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal.91-92.

# Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.274.

% Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal.151.

% Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta Timur:Predana Media), hal .222.

" Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001),hal.131.
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Ulama figh memiliki perbedaaan pendapat dalam mendefinisikan
utang- piutang antara lain:

a. Menurut Hanafiyah, utang -piutang adalah memiliki manfaat
secara cuma-cuma

b. Menurut Malikiyah, utang —piutang adalah memiliki manfaat
dengan waktu tertentu tanpa imbalan

C. Menurut Syafi’iyah, utang —piutang adalah kebolehan
mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa
yang mungkin untuk dimanfaatkannya serta tetap zat barangnya
supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah, utang -piutang adalah kebolehan mengambil
manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau
yang lainnya.

e. Menurut Al-Mawardi
utang -piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.?®

Dari pengertian utang -piutang diatas dapat ditarik benang merah
bahwa utang- piutang merupakan Kkegiatan pinjam — meminjam
antara orang yang membutuhkan dana dengan pemilik dana, dalam
hal ini bentuk pinjam meminjam seperti uang atau barang yang
memiliki kegunaan dengan jangka waktu tertentu tanpa adanya
tambahan jumlah yang di pinjamkan.

2. Dasar Hukum Utang - piutang

Dasar hukum utang - piutang telah terkandung dalam al-Qur’an
dan Hadis. Dalam hal utang -piutang dianjurkan dalam hukum Islam
yang berlandaskan pada perintah untuk saling tolong- menolong

bagi sesama dalam hal kebaikan.

% Shaleh Al-Fauzan, Figh Sehari-Hari, (Jakarta:Gema Insani, 2005), hal.493.
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Firman Allah Swt Surat Al Maidah Ayat 2:

o3y A Je 155503 Yo S tssting 3 e 153
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.®

Avyat diatas memberikan perintah untuk saling tolong menolong
terutama dalam hal kebaikan seperti utang -piutang sesama muslim
maka ia termasuk orang yang tagwa. Dalam Al-Qur’an terdapat
ayat yang menganjurkan seseorang melakukan utang-piutang
hendaknya menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan
kesepakatan tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan

dengan utang-piutang dilakukan.

Avyat tersebut sebagai berikut Al Bagarah ayat 282:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.®
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Artinya: Dari Ibn Mas’'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda,
“tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang

muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. lbn
Majah dan Ibn Hibban).*

% salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Tarjamah A! Qu’an Al-Hakim,(Surabaya: CV.
Sahabat Ilmu Surabaya ,2001),hal.107.

%0 salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy , Tarjamah A/ Qu 'an Al-Hakim...,hal.49.

% Wahbah Az-zuhaili, Al-Fighul Islami wa Adillatuhu. Jilid 4 hal. 720,
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Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk
mengembalikan lebih dari  pinjaman  pokok, bank sah untuk
menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan.
Bahkan jika terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan

wujud dari penerapan hadits Rasulullah SAW berikut ini:
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(@35 Ca V) 41502 2 e vllad ciglasly ilag e B Jo Jus
O ales e B T 0 36 Sl Al By gl I ksl Jus
Sy

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari
Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu
berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak unta
olen Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu orang itu datang
kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Berikanlah”. Maka orang-orang mencari
anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta
yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah
kepadanya”. Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya
kepadaku semoga Allah membalas anda"”. Maka Nabi shallallahu

‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara
kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji*?

Perbuatan yang sengaja mengulur-ulur waktu tidak membayar
hutang padahal ia mampu, termasuk akhlak yang tercela dan
dipandang sebagai perbuatan dhalim. Rasulullah SAW bersabda:
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% Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Dar Thugq An-
Najah, 1422 H) ,hal. 2393.



Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang
kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu
dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka
hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. Bukhari
dalam Shahihnya 1V/585 no.2287,dan Muslim dalam Shahihnya

V/471 no.3978).%

Namun jika, orang tersebut memiliki hutang ketika kan jatuh

tempo ia kesulitan membayar, maka pihak yang memberikan

pinjaman dianjurkan untuk memberikan waktu sampai  orang

tersebut bias membayar utangnya. Sebagaimana Allah berfirman

dalam surat Al-Bagarah ayat 280 tentang perintah memberikan

tangguhan bagi orang-orang yang mengalami kesusahan sehingga

tidak mampu membayar.

RPASR R IR (ORI P SR [ 3 S S LR
Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui®*

Meskipun demikian, utang-piutang juga mengikuti
hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib
dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang
awalnya hanya di perbolehkan yang bisa menjadi suatu hal
yang di wajibkan jika di berikan kepada orang yang sangat di

butuhkan.*®

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk
maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli

narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk

% Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarah an-Nawawi ala Muslim, juz 10, hal. 227.

%4Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Tarjamah A Qu’an Al-Hakim...,hal 48.
% Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik..., hal.131.
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menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan
keuntungan besar. Diharamkan pula bagi pemberi utang
masyarakat tambahan pada waktu pengembalian akan utang
yang dia berikan, utang-piutang di maksudkan untuk mengasihi
manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan dan
memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam utang-
piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh
penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Oleh
karena itu  diharamkan  bagi pemberi utang untuk
mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika
mengembalikannya.*®
3. Rukun dan Syarat Utang - piutang

Dalam utang -piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-
akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang-
piutang sendiri ada tiga, yakni:

a. Agid, vyaitu orang yang berutang piutang, Yyang terdiri dari
muqgrid (pemberi utang) dan  mugtarid (penerima utang). Maka
harus dilaksanakan melalui ijab dan gabul yang jelas, sebagaimana
jual beli, dengan menggunakan lafal akad yang ada dalam figh
muamalah. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan
kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak
bebas).

b. A’qud ‘alayh yaitu obyek/ barang yang diutangkan. Dalam objek
utang-piutang banyak perbedaan dikalangan fugaha. Menurut
fugaha mazhab Hanafiah akad utang-piutang hanya berlaku pada
harta benda misliyah atau harta benda yang dapat dihitung melalui
timbangan, takaran, ukuran atau satuan. Sedangkan harta benda yang

gimiyyat tidak sah dijadikan sebagai objek pinjaman seperti hasil

% 1bid.,hal. 133.
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seni, rumah, tanah, hewan dan lain sebagainya.®” Ukuran, jumlah,
jenis dan kualitas barang /harta yang dipinjamkan/diutangkan
harus jelas mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk
menghindari  perselisihan di antara para pihak yang melakukan
agad. ® Namun menurut fugaha Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan
Hambaliyyah setiap harta boleh diperjual belikan atasnya akad
salam boleh dilakukan akad pinjaman, baik berupa harta benda
misliyyah dan gimiyyat.

c. Sighat al-‘agd yaitu ungkapan ijab dan gabul, atau suatu
persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu
akad. Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu
persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan

pihak yang menghutangi .*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad utang-
piutang adalah sebagai berikut:**

a. Besarnya pinjaman harus diketahui besarnya takaran atau jumlahnya.

b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan

c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak
memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak
normal akalnya. Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam
akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:*

a. Syarat sahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad,
memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara’, sesuai
dengan kebiasaan masyarakat (‘urf).

b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu

¥ Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002),hal.173.

%8 Imam Mustafa, Figih Mu’amalah Kotemporer, (Jakarta: Rajawali Pers,2016),hal.172.

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual...,hal. 173.

0 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009),
hal.546.
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kriteria dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya
terpenuhi  namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat
hukumnya mauquf (berhenti dan tertahan sementara).

c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat
sahih dan dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu
pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak
negatif.*!

4. Faktor Terjadinya Utang-piutang

a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan

kebutuhan ekonomi.

b. Kebiasaan berhutang , sehingga apabila utangnya sudah lunas

rasanya tidak puas jika tidak berhutang lagi.

c. Karena kalah judi, sehingga ia berhutang untuk segera

membayar kekalahannya.

d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa di

capainya.

e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berhutang demi memenuhi
yang di inginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).*
5. Tidak diperbolehkan adanya Khiyar dalam Utang-piutang
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa utang-
piutang tidak ada khiyar maksud dari khiyar adalah pembatalan akad,
sedangkan dalam utang-piutang, masing-masing berhak atau boleh

membatalkan akad kapan saja dia mau.** Jumhur ulama melarang

! Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),
hal.1

*2 M Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam: Figh Muamalah, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), hal. 243.

“Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah...,hal.153.
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penangguhan pembayaran utang-piutang sampai waktu tertentu
sebab dikhawatirkan akan menjadi riba nasi’ah

Namun demikian, ulama Hanafiyah menetapkan keharusan

untuk menangguhkan utang-piutang pada empat keadaan :**

a. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta
dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli
waris tidak bolen  mengambil  penggantinya dari mugtarid
sebelum habis waktu setahun.

b. Diasingkan, utang-piutang diasingkan kemudian pemiliknya
menangguhkannya  sebab penangguhan pada waktu itu
diharuskan.

c. Berdasarkan keputusan hakim.

d. Hiwalah, yaitu pemindahan utang

Jumhur ulama membolehkan utang-piutang pada setiap benda yang
dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang
utang-piutang yang mendatangkan manfaat.*®

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian utang
pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenis.
Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang
pinjaman hendaknya ditempat terjadinya akad secara sempurna.
Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak
membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapar jaminan keamanan.
Apabila semua itu diperlukan, maka sebuah keharusan bagi pemberi

pinjaman untuk menerimanya. Sebaliknya, jika terdapat halangan

“Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah...,hal.153-154.
*Ibid., hal.154.
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apabila pembayaran dilakukan ditempat lain, muqrid tidak perlu

menyerahkan pelunasan utang.*®

Kebanyakan ulama figh berpendapat  tidak  boleh
mensyaratkan tempo pembayaran dalam perjanjian utang, karena
pinjaman tersebut merupakan bantuan murni. Pemberi pinjaman
berhak memintanya secara seketika. Apabila pengembalian pinjaman
ditangguhkan ke waktu yang ditentukan, ia tetap tidak bisa
ditangguhkan dan bias diminta atau dibayar seketika. Ulama Maliki
berpendapat “boleh mensyaratkan tempo dalam akad pinjaman dan
harus dilaksanakan. Apabila pengembalian ditangguhkan ke waktu
yang ditentukan maka berlaku dan tidak boleh ditagih sebelum
jatuh tempo. Kemudian juga berdasarkan hadits yang diriwayakan
oleh Amr bin Auf Al-Muzani dari Atah dan kakeknya bahwa
Rasulullah SAW. bersabda:*’

Feb 3 5h g2 O

“kamu muslimin adalah sesuai dengan syarat yang mereka buat.”
(H.R. Abu Dawud, Ahmad Tirmidzi, dan Daruquthni).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, perjanjian utang-
piutang menjadi tetap setelah penyerahan barang. Pendapat ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah senada dengan pendapat ulama Abu
Hanifah. Pendapat ulama figh tentang perjanjian utang-piutang
dapat disimpulkan bahwa utang-piutang dibolehkan dengan dua

syarat:*®

1) Tidak menjurus pada suatu manfaat.
2) Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.

“**Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami Wa Adillatuh, hal. 378.
“’Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 111, (Jakarta: Al-I"tishom, 2008), hal. 342.
“*Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah...,hal. 157.
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Sebuah transaksi akad utang- piutang yang telah dilakukan
oleh para pihak dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka
pihak-pihak yang melakukan utang-piutang itu harus mengerti
konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan. Mereka harus
sudah memikirkan untung rugi serta saling merasa bertanggung
jawab terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Selain itu
konsekuensinya pihak mugridh wajib memberikan barang atau uang
yang ingin dipinjamkan kepada mugaridh, dan mugtaridh berhak
memanfaatkan barang atau uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya
dan wajib dikembalikan dalam jumlah atau takaran yang sama
pada waktu yang telah disepakati bersama, jika pengutang telah
mampu  mengembalikan ~ utangnya, sebaiknya ia  segera
mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan
pemberi utang kepada penerima utang. Selain itu, apabila transaksi
utang-piutang telah sah, konsekuensi hukum yang lainnya juga harus
dijalankan, yaitu pindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari
pemberi pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan, peminjam
harus mengganti harta tersebut ketika orang yang meminjamkan
menagihnya atau pada waktu pembayaran yang sudah disepakati

bersama.*

Sementara itu, para ahli figh berbeda pendapat mengenai waktu
penetapan kepemilikan, apakah kepemilikan sudah terjadi semenjak
peminjam menerima barang atau ketika menggunakannya, pendapat
yang paling kuat datang dari kalangan ulama Syafi’iah, Abu
Hanifah dan Muhammad, bahwa peminjam sudah memiliki barang
yang ia pinjam saat menerimanya, ia boleh menggunakan barang itu
setelah menerimanya. Ini  menunjukkan bahwa sudah tetapnya
kepemilikan sebelum digunakan sebab jika saat diterima barang

tersebut  belum menjadi miliknya, la tidak boleh

hal.61.

*“Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Jakarta : Hikmah, 2010),
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menggunakannya.”® Pendapat kedua Mazhab Syafi’iah menyatakan
bahwa peminjam tidak mempunyai hak kepemilikan harta, kecuali
setelah menggunakannya hingga barang habis, seperti dihibahkan,
diperjualbelikan, dipergunakan, rusak atau dirusak. Hak milik menjadi

jelas dengan dipergunakan.™

6. Etika Utang-piutang

Dalam melakukan akad utang-piutang Islam mengajarkan beberapa

etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia.

Beberapa etika utang-piutang yaitu:

a. Menepati Janji
Apabila telah diikat dengan perjanjian utang/pembiayaan untuk
jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan
pihak yang berutang/ penerima pembiayaan membayar utang/
kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji
adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-
janjinya.

b. Menyegerakan Pembayaran Utang
Orang vyang memikul beban utang wajib terus berusaha
membayar sangkut-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia
mengalami  kesempitan sehingga merasa lemah membayar
utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-
sungguh membayar utangnya. 2

c. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang
Perbuatan  menunda-nunda pembayaran utang padahal dia
mampu  termasuk perbuatan yang tidak terpuji, dianggap
perbuatan zhalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang

meningkari janji (munafiq).

*®Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah...,hal 62.

*!Ibid., hal 63.

52 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta:
Sianr Grafika,2012),hal.75-76.
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d. Lapang Dada Ketika Membayar Utang
Salah satu akhlak mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi)
dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari
pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak
orang lain.

e. Tolong-menolong dan Memberi Kemudahan
Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan
dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain , Islam menelia
akhlak mulia/terpuji. Islam juga mengakui dan membolehkan
utang-piutang , walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena
kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin
untuk  membayarnya. Menunda-nunda  pembayaran utang
dianggap sebagai perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan
mampu.”®

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam utang —
piutang tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya
ialah:

a. Sesuai dengan QS. Al-Bagarah: 282, utang-piutang supaya
dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan
dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki
dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas
kertas bersegel atau bermaterai.

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang
mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya
/mengembalikannya.

c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan

kepada pihak berhutang.

% |bid.,hal.77-78.
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d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman
hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam
pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.>*

7. Prinsip Menyelesaikan Utang-Piutang

Dalam menyelesaiakan utang-piutang, ada beberapa alternative yaitu:

a. Melakukan restruktrurisasi terhadap utang yang ada antara lain
dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus
buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang orang yang
berutang.

b. Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang
sama mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain ,
maka orang yang  berutang tersebut dapat melakukan

pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang

kepadanya.>
c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui
garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain

Penanggungan atau garansi pembayaran utang oleh orang lain
tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan, atau adanya
hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga dua
belah pihak mengatur penanggungan itu.

d. Bagi yang berutang(debitur), sedangkan harta atau asset yang
dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya,
dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (muflis). Bagi
yang dinyatakan bangkrut, maka orang tersebut tidak dapat
melakukan  tindakan  hukum  terhadap sisa harta yang
dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran

utang yang menjadi tanggungannya.

> Arif Munandar Riswanto, Buku Pintar Islam, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hal.98
% Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...,hal.78-79.
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e. Pengampuan
Yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan
bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim
memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan
pembayaran utangnya.

f. Eksekusi Jaminan
Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utang-
utangnya, padahal dia mampu salah satunya bisa menerapakan

hukuman berupa eksekusi jaminan.>®

C. Konsep Magashid Syariah Fil Muamalah
1. Pengertian Magashid Syariah

Secara etimonologi, magasid al-syari’ah merupakan kata majemuk
yang terdiri dari dua kata yaitu: magasid dan al-Syari’ah. Maqashid
adalah bentuk jamak (plural) dari kata magsad, gasd, magsid atau
qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja gasada-yaqsudu,
dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah,
tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampui batas, jalan lurus,
berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.
Sedangkan Syariah secara etimologi berarti ( 1 =3 pal sl
W) artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air
dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab
dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke
tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok
dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat
berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (the clear path or the
highway to befollowed).*®

% Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...,hal.79-81.

" Yusuf Al- Qaradhawi, Figh Magashid Syariah:Moderasi Islam antara Aliran Tekstual
dan Aliran Liberal, Cet.l (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007),hal.13.

%8 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic
Research Instute, 1970), hal.7.
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Penggambaran terkait ini cukup tepat sebab air merupakan unsur
yang penting dalam kehidupan.® Dihubungkannya kata syariat
kepada kata maksud, maka kata syariat berarti pembuat hukum atau
syari. Dengan demikian kata maqasid al-sar iyyah berarti apa yang
dimaksud oleh allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju allah
dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh allah

dalam menetapkan suatu hukum.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum
Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat
kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta
mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat,
yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.
Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup
manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial.®°

Adapun tujuan syariat (magasid as-syar iyyah) adalah untuk

kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis :
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Artinya:Sesungguhnya  syari’  (pembuat  shari’at)  dalam
mensyari atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan ” **

Kandungan maqasid asy-syariah adalah kemaslahatan, al-Syatibi

mengatakan bahwa maqgasid al-Syariah dalam arti kemaslahatan
terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya

*Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,2008),hal.52.

® Ibid.,hal.6.

S'Ali Mutakin, Teori Magdshid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath
Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570,hal.2
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apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum vyang tidak
ditemukan secara jelas dimensi kemasalahatannya, dapat dianalisis
melalui magasid al-syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan
umum dari agama Islam yang sempurna. Al Qur’an sebagai sumber
ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip
membentuk kemaslahatan manusia terhadap syariat.®”
2. Dasar Maqasid Syariah

Mencermati ayat-ayat allah dalam Al-Qur’an banyak sekali yang
dapat menunjukkan bahwa hukum-hukum yang diturunkan oleh
Allah melalui Al-Qur’an mengandung kemaslahatan (kebaikan)
bagi manusia sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan
syari’at ini. Dalam arti, dibebankannya syari’at kepada manusia
adalah dalam rangka untuk kebaikan manusia itu sendiri. Hal ini

berdasarkan Firman Allah ta’ala:

?M;u e y\ alasf s
Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiya: 107.%

Jika kita melihat sejarah nabi-nabi terdahulu, dapat juga diambil
pelajaran bahwa setiap nabi yang diturunkan oleh allah dengan
seperangkat risalahnya (baik dalam bentuk kitab suci maupun mushaf-
mushaf merupakan solusi yang ditawarkan oleh allah kepada setiap
permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Apabila umat nabi
tersebut mengikuti risalah yang dibawa oleh nabinya, ia akan
menemukan kemudahan dalam hidupnya. Sebaliknya, apabila umat
tidak mengendalikan risalah nabinya, akan mengalami penderitaan
dalam hidupnya. Hal semacam ini dapat dilihat dalam sirah Nabi

82 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,1996),hal.68.
® salim Bahreisy dan Abdullah , Tarjamah A/ Qu’an Al-Hakim...,hal.322.
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Ibrahim, a.s, Nabi Isa, a.s, Nabi Musa, a.s, Nabi Muhammad Saw, dan
nabi-nabi yang lainnya.®

Kemaslahatan dalam taklif dapat berwujud dalam dua bentuk
pertama dalam bentuk hakiki, yakni maanfaat langsung dalam arti
kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan
sebab yang membawa kepada kemaslahatan, Kemaslahatan itu, oleh

al-Syatibi dilihat dari 2 sudut pandang:

a. Maqashid al-syari’(maksud dari syari/Allah dan rasul-Nya)

b. Magashid al-mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklif).
Magashid al syari’, dibagi menjadi empat bagian, yaitu;

1) Qashd al syari’ fi wadh’i al-Syari’ah (maksud syari’ dalam
menurunkan syariat);

Menurut al-Syatibi, syariat yang diturunkan oleh syari’
adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan
menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian
terbagi menjadi tiga kebutuhan, vyaitu; dharuriat (primer),
haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier). Untuk yang
pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya
kehidupan manusia.

Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan
lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian ; hifdzu al-din
(agama), al-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-mal (harta) dan
al-agl (akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah
dengan 2 cara yaitu; hifdzuha min nahiyah al-wujud (menjaga
hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan

hifdzuha min nahiyah al-adam (mencegah hal-hal yang dapat

% Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Figh & Ushul Figh, (Jakarta; Ar-Ruzz Media, 2016) cet. IV
,hal.155.
* Ibid.,hal.69-70.
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menghilangkannya).®® Magashid al-Daruriyat dimaksudkan
untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan
manusia di atas. Magashid al-Hajiyat dimaksudkan untuk
menghilangkan kesulitan. Sedangkan magashid al-Tahsiniyat
dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik
untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.®’

2) Qashd al-syari’ fi wadh’i al-Syari’ah li al-ifham (maksud
syari’ dalam menurun kan syariat supaya bisa dipahami) ;

Yaitu untuk dapat memahami maksud syariat harus
terlebih dahulu menguasai bahasa Arab, sebagai bahasa
diturunkannya syariat. Disisi lain, syariat ini mempunyai
karakter ummiah sehingga dapat dipahami secara sederhana
oleh tiap orang dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan
khusus seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.

3) Qashd al-syari’ fi wadh’i al-Syari’ah li al-taklif bimugtadhoha
(maksud syari’ dalam menurunkan syariat untuk
dilaksanakan sesuai dengan permintaan syari’);

Untuk itu syari tidak pernah menetapkan syariat di atas
kadar kemampuan manusia. Sedangkan taklif yang terdapat
kesulitan didalamnya, al-Syatibi cenderung berpendapat bahwa
pada dasarnya tujuan syari’ menetapkan syariat bukan untuk
menciptakan kesulitan itu sendiri, melainkan untuk manfaat
lebih besar yang ada dibalik kesulitan itu.

4) Qashd al-syari’ fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-
Syari’ah;(maksud syari’ untuk membawa manusia ke bawah
lindungan hukum).

Inti dari pembahasan ini adalah tujuan syari agar
bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat, supaya

terhindar dari perbuatan menuruti hawa nafsu, sehingga bisa

% Nurnazli, Penerapan Kaidah Magashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah,Jurnal
ljtimaiyya, Vol 7, No 1 2014, hal.46-47.
®" Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah Menurut Al-Syatibi...,hal.72.
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menjadi hamba Allah yang ikhtiyaran (bebas melakukan
pilihan), dan bukan karena idhtiraran (terpaksa).
Sedangkan untuk kategori kedua qasd al-mukallaf
(maksud dari manusia sebagai objek taklif), la menjelaskan
bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan
tuntutan syari, dalam artian apabila manusia itu melakukan
perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil,
tidak diterima di sisi Allah.”®
3. Tingkatan Magshid Syariah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang

umum dari mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat
kebutuhan primer manusia (Magashid al-Dharuriyyat). Hal-
hal yang bersifat kebutuhan primer manusia,”® Kemaslahatan
ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat
diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut
adalah:

1). Memelihara Agama (Hifzh al -Din/ :; I L4>)

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan
undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swit.
untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya
(hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia
(hubungan horizontal).

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia,
merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena

agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia, seperti

% Nurnazli, Penerapan Kaidah Magashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah ,

Jurnal [jtimaiyya...,hal.48.

%Enny Nazrah Pulu(ngan, Diktat Fikih Usul Fikih, (Medan :Sumatera Utara ,2017),hal.67.

® Kutbuddin Aibak, Eksistensi Maghasid Al-Syari’ah Dalam Istinbath Hukum, dalam
Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Volume 10 No. 1, Juli 2005, hal. 64.
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perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama,
agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-
orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak
akidah, ibadah dan akhlaknya atau yang akan mencampur
adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham
dan aliran yang batil.

Walaupun  begitu, agama Islam  memberi
perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain
untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama
yang diyakininya, orang-orang islam tidak memaksa
seseorang untuk memeluk agama Islam.”* Memelihara
agama dalam bidang dzaruriyyat, yaitu memelihara dan
melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat

primer, seperti sholat lima waktu.”®

2). Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs/_~aJ) Laé>)

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan
diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang
seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan) sehingga
dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum
melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih
dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang
yang membunuh tersebut juga akan mati.”*Memelihara jiwa
dalam peringkat dzaruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.”

3) Memelihara Akal (Hifzh al-Aql/ i~} Li>)

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara

selurun makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah

"Enny Nazrah Pulungan, Diktat Fikih Usul Fikih..., hal.67.
2 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam...,hal.60.
® Enny Nazrah Pulungan, Diktat Fikih Usul Fikih ...,hal.67.
7* Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam...,hal.61.
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menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan
melengkapi bentuk itu dengan akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang
kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya
tersebut dengan baik.  Kita disuruh untuk memetik
pelajaran  kepada seluruh hal yang ada di bumi ini,
termasuk kepada binatang ternak, kurma hingga lebah.”
Memelihara akal dalam peringkat dzaruriyyat, seperti

diharamkan meminum minuman keras.®

4) Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl/ ) i~ )

Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina,
menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini
bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-
syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu
dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang
berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang
lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan
sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tapi
juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat

membawa pada zina.

5) Memelihara Harta Benda (Hifzh al-Mal/JW Li> )

Meskipun pada  hakikatnya semua harta benda itu
kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi
seseorang. Oleh karena manusia sangat tama’ kepada harta
benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka
Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan

antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan

’> Enny Nazrah Pulungan, Diktat Fikih Usul Fikih ...,hal.68.
’® Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam...,hal.62.



40

peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli,
sewa menyewa, gadai dan lain-lain.”’
b. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat
kebutuhan sekunder manusia (Magashid al-Hajiyat)
Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik
tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan
manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan
memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah ( tukar
menukar). Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam
berbagai ibadah, muamalah dan uqubah (pidana), yang dengan
itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan

beban manusia.”®

1). Memelihara Agama (Hifzh al -Din/ .z I l2é>)

dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksaanakan
ketentuan agama dengan maksud menghindari
kesulitan, seperti shalat jama’ qashar bagi orang yang

berpergian.”
2). Memelihara Akal (Hifzh al-Aql/ &) Laé>)
dalam peringkat Hajiyyat, seperti dianjurkannya

menuntut ilmu pengetahuan.

3). Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs/ .4l lai>)

dalam peringkat Hajiyyat, seperti diperbolehkan
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat

dan halal.

" Enny Nazrah Pulungan, Diktat Fikih Usul Fikih ...,hal.68.
’® Ibid.,hal.68.
¥ Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam...,hal.60.
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4). Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl/ ) Li> )

dalam peringkat Hajiyyah, seperti ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami waktu akad

nikah dan diberikan hak thalaq baginya.
5). Memelihara Harta (Hifzh al-Mal/JW > )

dalam peringkat Hajiyyat, seperti syari’at tentang jual
beli dengan salam.®
c. Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat
kebutuhan pelengkap manusia (Magashid al-Tahsini).
Manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat
pelengkap, ketika Islam mensyariatkan bersuci (thaharah),
disana dianjurkan beberapa hal yang dapat

menyempurnakannya.®

1)  Memelihara Agama(Hifzh al -Din/ . W) L2é>)

dalam peringkat Tahsiniyyat, yaitu mengikuti
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat
manusia, misalnya menutup aurat, baik di dalam
maupun di luar sholat, membersihkan badan,

pakaian dan tempat.
2)  Memelihara Akal (Hifzh al-Aql/ &)\ Laé>)
dalam peringkat Tahsiniyyat, seperti menghindarkan

diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang
tidak berfaedah.

8K utbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam...,hal.61-64.
8'Enny Nazrah Pulungan, Diktat Fikih Usul Fikih..., Ibid.,hal.69.
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3  Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs/_-4&J! lai>)

dalam peringkat Tahsiniyyat, seperti diterapkannya
tata cara makan dan minum yang berhubungan

tentang kesopanan.

4  Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl/ L.l Lai> )

dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari’atkan
khitbah atau walimat dalam perkawinan.

5  Memelihra Harta (Hifzh al-Mal /JU L )

dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan
tentang menghindarkan diri dari penipuan.®

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-
persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi
kebutuhan masing-masing untuk menghindari  kesewenang-
wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya
masalah ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip- prinsip yang di
kandung oleh Al-Qur’an dan al-hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang
muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai
ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan muamalah
merupakan tiga rangkaian yang sama sekali tidak dapat dipisahkan.
Dari induksi para ulama’ terhadap Al-Qur’an dan al-hadis, ditemukan
beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber
hukum Islam, di antaranya:®

Pertama, prinsip dasar dalam bermuamalah adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang

mengintari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat

8 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam...,hal.61-64.
# Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000),hal.9.
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perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan agidah, akhlak,
dan ibadah. Dalam persoalan akidah, syari’at Islam bersifat
menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang
menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi
manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini.
Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan
sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat

tercela yang harus di hindari oleh umat Islam.

Selanjutnya di bidang ibadah bahkan prinsip dasarnya
adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim
jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan
sebagaimana aqidah figh yang meyatakan “Prinsip dasar dalam
bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya”. Kedua,
jenis dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai
ditemukan dalil-dalil yang melarangnya.

Adapun kaidah fikih dalam hal ini adalah:

o

Jgs 70
artinya: bahaya itu harus dihilangkan®

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan
dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh
oranglain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain,
kemudian kaidah ini diturunkan kepada berbagai kasus termasuk
pembatasan wewenang dan pembatasan kebebasan manusia dalam
mempergunakan hak utilitasnya pada hal-hal yang menimbulkan

bahaya bagi orang lain.

84 B
Ibid.,hal.9.
%Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa"id Fighiyyah,
(Jakarta: Amzah, 2009), hal. 17.
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Jadi, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka semua
bentuk muamalah boleh dilakukan. Hukum memberikan sanksi kepada
orang yang melakukan penudaan pembayaran hutang tersebut adalah

boleh karena mencegah suatu kerusakan.

Sedangkan,kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan
muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-
kaidah umum yang ditetapkan syara’ dimaksud dalam hal

bermuamalah, di antaranya ialah:®

1) Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari
nilai-nilai Ketuhanan.

2)  Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari
nilai-nilai  kemanusiaan dan dilakukan dengan
mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan
kedudukan manusia sebagai khilafah Allah di bumi.
Yaitu dimana dalam bermuamalah harus memiliki sifat
adil dan menghindari dari sifat kedzaliman ataupun,
penindasan. Karena semua bentuk muamalah yang
dilakukan dengan kedzaliman itu tidak dibenarkan
oleh syariat islam.

3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi
dan kemaslahatan masyarakat. Tujuan kemaslahatan
dalam Islam yaitu segala bentuk kebaikan dan yang
mendatangkan manfaat yang bagi individu atau
kelompok serta duniawi ataupun uhrowi. Sesuatu
dipandang Islam bermaslahat apabila memenuh unsur

kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat membawa

8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah...,hal.11.
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kebaikan (thayyib) bagi semua aspek di atas dan tidak
menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu aspek.

4) Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan
kewajiban di antara sesama manusia.

5 Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa
perbuatan maupun perkataan, seperti penipuan,
manipulasi, eksploitasi atas manusia,penimbunan
barang oleh para pedagang dan kecurangan-kecurangan
lainnya.

6) Seluruh yang baik dihalalkan.

Muamalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan
Islam, dapat dipahamkan dari tujuan syariahdalam
rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak
bagi manusia yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan
dan Harta benda, dengan demikian muamalah bagi
muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan
interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya
kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam
kehidupan keseharian, disamping dituntut untuk selalu
melakukan habl minAllah (ibadah) sebagai aspek
kehidupan spritiual, seorang muslim juga dituntut
untuk selalu melakukan habl min al-nas (hubungan
sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai
aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak dapat
dipisahkan  dari  kehidupan  seorang  muslim.
penimbunan barang oleh para pedagang dan
kecurangan-kecurangan lainnya.?’

7)  Pengurusan dana yang amanah

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah dalam

8 Hasan Saleh, Kajian Figh Nabawi dan Figh Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008),hal. 291.
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mengurus dana merupakan ciri yang mesti ditunjukan
karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan
sehari-hari. Rasulullah bersabda: pedagang yang jujur
dan amanah berada bersama para Nabi dan para suhada.®
Yang mana dalam bermuamalah bahwa pentingnya

menjaga amanah/janji dan larangan untuk mengingkari.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu
diuraikan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti lain. Sejauh
pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangat tema

tentang antara lain:

Umi Rizgotul Fadila tahun 2018 dari IAIN Purwokerto dengan
judul Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
(Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000) dengan
hasil bahwa hubungan yang terikat antara nasabah dengan Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) adalah hubungan perdata. Dalam hal masalah
kredit macet atau penundaan pembayaran oleh nasabah. Nasabah ada dua
macam Yyaitu nasabah yang mampu yang tidak mempunyai itikad baik
untuk membayarnya dan nasabah yang mempunyai keinginan untuk
membayar tetapi tidak mampu karena faktor dari luar yang menghalangi
untuk membayarnya. Undang-undang perbankan telah menetapkan jenis
sanksi yang diantaranya adalah sanksi denda uang, teguran tertulis dan
eksekusi jaminan. Sanksi yang ditetapkan oleh fatwa ini adalah sanksi
denda yang diberikan kepada nasabah mampu yang mempunyai itikad baik
untuk membayaranya tetapi memilih untuk menunda-nunda pembayaran.
Metode istinbat hukum sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda

pembayaran adalah dengan menggabungkan dua metode istinbat yaitu

8 Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hal.158.
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bayani dan ta’li yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan teks
dengan analisis dari segi makna lafaz dari teks al-Qur’an, dan hadis, serta
memahami kalimat dengan pemahaman °‘illat.®® Persamaan sama-sama
mengkaji tentang Sanksi atas nasabah mampu yang Menunda-nunda
Pembayaran. Perbedaannya Apa Sanksi atas nasabah mampu yang telat
membayar hutang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia
No0:17/DSN-MUI/1X/2000 dan metode istimbath Hukum (DSN-MUI)
dalam mengeluarkan keputusan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu
yang menunda-nunda pembayaran. Sedangkan peneliti lebih fokus
mengkaji fenomena yang menyebabkan nasabah tidak membayar
pembiayaan, penerapan pelaksanaan sanksi atas nasabah yang mampu
menunda-nunda pembayaran dalam perspektif ~ magashid syariah
muamalah Studi kasus pada BMT Harum Kepatihan Tulungagung.
Muhammad Rasyid Ridoh tahun 2016 dari Universitas
Muhammadiyah Surakarta dengan judul Analisis Penerapan Sanksi
Terhadap Wansprestasi Nasabah Pada Akad Murabahah DI BMT Amanah
Umah Cabang Sukoharjo (Studi Atas Kesesuain Fatwa Dewan Syariah
Nasional dengan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa
berdasarkan penyajian data serta pengungkapan transaksi Muraba/ah,
penerapan sanksi yang dilaksanakan oleh BMT Amanah Ummah cabang
Sukoharjo sesuai dengan isi fatwa DSN. Bahwa benar sanksi denda yang
diterapkan oleh BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo merupakan
jenis  sanksi yang diperbolehkan dalam isi fatwa DSN
NO.17/DSN/IX/2000 dan hasil denda yang disalurkan BMT kepada
LAZIS UMS pun juga sudah sesuai dengan isi fatwa yang menghendaki
hasilnya disalurkan kembali untuk dana sosial. Adapun sanksi pelelangan
jaminan yang ada di BMT juga sesuai dengan isi fatwa DSN NO. 47/DSN-
MUI/I1/2005 dimana pihak BMT menjual obyek Murabakah/jaminan

nasabah, apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka dikembalikan

8 Umi Rizqotul Fadila, “Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
(Studi terhadap Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000)”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN
Purwokerto,2018),hal.vii.
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kepada nasabah, sedangkan apabila hasil penjualan kurang atau tidak
cukup untuk menutupi hutang nasabah, maka kekurangan masih menjadi
hutang nasabah.” Persamaan sama-sama mengkaji tentang Sanksi atas
nasabah mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Perbedaannya
Penerapan Sanksi terhadap Wanprestasi Nasabah pada akad Murabarah di
BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo dan Analisis Kesesuaian
Penerapan Sanksi di BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan peneliti lebih
fokus mengkaji lebih fokus mengkaji fenomena yang menyebabkan
nasabah tidak membayar pembiayaan, penerapan pelaksanaan sanksi atas
nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dalam perspektif
magashid syariah fil muamalah Studi kasus pada BMT Harum Kepatihan
Tulungagung.

Muhammad Abdul Malik tahun 2016 dari UIN Walisongo
Semarang UIN Walisongo Semarang dengan judul Implementasi Fatwa
Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas
Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus Di
BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang), dengan hasil penelitian
ini dapat disimpulkan BMT NU Sejahtera Semarang tidak memberlakukan
sanksi sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, karena
pihak BMT justru lebih memilih melakukan eksekusi jaminan sebagai
upaya penyelesaian akhir. Walaupun eksekusi jaminan bisa dikatakan
sebagai sanksi yang didasarkan pada prinsip ¢« zir sesuai fatwa pada point
ke empat. BMT juga telah memberlakukan sanksi berupa denda
keterlambatan pembayaran akan tetapi sanksi denda ini ternyata masih
dipukul rata karena perhitungan denda ini dihitung oleh sistem sehingga
ketika anggotanya telat maka denda akan terus terhitung perhari
keterlambatanya. Dan dana yang berasal dari denda telah diakui sebagai

pendapatan lain-lain. Sedangkan ketentuan sanksi yang telah ditetapkan

“Muhammad Rasyid Ridoh,” Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Wansprestasi Nasabah
Pada Akad Murabahah DI BMT Amanah Umah Cabang Sukoharjo (Studi Atas Kesesuain Fatwa
Dewan Syariah Nasional),Skripsi,(Surakarta :Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016),hal.9.
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Dewan Syari’ah Nasional sesungguhnya telah sesuai dengan aturan hukum
Islam.* Persamaan sama-sama mengkaji tentang Sanksi atas nasabah
mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Perbedaannya implementasi
fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah
mampu Yyang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera
Semarang. Sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji mengkaji fenomena
yang menyebabkan nasabah tidak membayar pembiayaan, penerapan
pelaksanaan sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda
pembayaran dalam perspektif magashid syariah fil muamalah Studi kasus
pada BMT Harum Kepatihan Tulungagung.

Helwe Tutilawati tahun 2016 dari UIN Sunan Ampel Surabaya
dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap denda penundaan
pembayaran KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Syariah Surabaya. Hasil
penelitiannya ini membahas tentang nasabah yang lalai dalam melakukan
pembayaran angsuran KPR (Kredit Pembayaran Rumah), bank BTN
memberikan sanksi denda kepada nasabah mampu maupun tidak mampu.
Dalam hal ini telah menyimpang daru putusan fatwa MUI, bahwa denda
hanya dilakukan oleh nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
Dalam fatwa tersebut juga telah ditetapkan mengenai dana denda yang
diambil dari nasabah maka digunakan untuk dana sosial, tetapi yang terjadi
pada bank BTN Syari’ah dialokasikan ke pendapatan seperti gaji tambahan
pada karyawan.®? Persamaan sama-sama mengkaji tentang Sanksi atas
nasabah mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Perbedaannya
penelitian yang dulu membahas penerapan denda yang ada di PT. Bank
BTN Surabaya yang dianalisis dengan hukum Islam. Sedangkan peneliti

! Muhammad Abdul Malik , “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi
Kasus Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)”, Skripsi, (Semarang:UIN Walisongo
Semarang,2016),hal.8.

% Helwe Tutilawati, “Analisis Hukum Islam terhadap Denda Penundaan Pembayaran KPR

(Kredit Pemilikan Rumah) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Thk. Kantor Cabang Syariah
Surabaya”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hal. 65-66.
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lebih fokus mengkaji mengkaji fenomena yang menyebabkan nasabah
tidak membayar pembiayaan, penerapan pelaksanaan sanksi atas nasabah
yang mampu menunda-nunda pembayaran dalam perspektif magashid
mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Perbedaannya implementasi
fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah
mampu Yyang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera
Semarang. Sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji mengkaji fenomena
yang menyebabkan nasabah tidak membayar pembiayaan, penerapan
pelaksanaan sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda
pembayaran dalam perspektif magashid syariah fil muamalah Studi kasus
pada BMT Harum Kepatihan Tulungagung.

Lihatul Wahidah tahun 2010 dari IAN Wali Songo Semarang
dengan judul Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-
MUI/1X/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda
Pembayaran Di BMT Fajar Mulia Ungaran dengan hasil penelitian tentang
Implementasi fatwa DSN-MUI mengenai sanksi atas Nasabah Mampu
yang Menunda-Nunda Pembayaran belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini
terlinat bahwa pihak BMT memiliki pertimbangan sendiri ketika
mengenakan sanksi denda sejumlah uang kepada masyarakat kelas
menengah ke bawah maka akan memberatkan nasabah, jadi dari pihak
BMT menggantinya melakukan eksekusi jaminan untuk ganti rugi biaya
pokok.**Persamaan sama-sama mengkaji tentang Sanksi atas nasabah
mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu membahas
tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran yang ada di
BMT Fajar Mulia yang diimplementasikan dengan sanksi yang sudah
ditentukan didalam fatwa DSN-MUI. Sedangkan peneliti lebih fokus
mengkaji mengkaji fenomena yang menyebabkan nasabah tidak membayar

pembiayaan, penerapan pelaksanaan sanksi atas nasabah yang mampu

% Lihatul Wahidah, “Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/
1X/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di BMT Fajar Mulia
Ungaran” Skripsi, (Semarang: AN Wali Songo,2010), hal. 58.
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menunda-nunda pembayaran dalam perspektif magashid syariah fil
muamalah Studi kasus pada BMT Harum Kepatihan Tulungagung.



